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Menimbang

Mengingat

BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum
KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2S/SKB/V /2017,
Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembiayaan Persiapan PendaJtaran Tanah
Sistematis L,engkap.
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Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2O43);
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Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
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1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pelayanal Publik (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O1);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
PendaJtaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L997 Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2O15 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

1 I . Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 20 15 tentang
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tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agraria dal Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
l,engkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol7 Nomor 179);

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 36 Tahun 2016
tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten
Sabu Raijua dan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Kabupaten Pringsewu Provinsi
Lampung, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat,
dan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2O16
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7
Tahun 2OO7 tefial:rg Panitia Pemeriksaan Tanah;

18. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25 lSl<B lV l2ol7,
Nomor 590-3167ATahun 2O17, Nomor 34Tahun2Ol7
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis;

19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
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Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 61).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Menetapkan
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2. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dal teratur, meliputi
pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian
serta pemeliharaan data frsik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian
suatu tanda bukti haknya bagi bidalg-bidang talah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.

3. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah
suatu lembang atau kelurahan.

4. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu
atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu lembang atau kelurahan.

5. Pemohon adalah pemilik tanah atau yang menguasai
bidang tanah yang dimohonkan untuk dilakukan
pendaftaran tanah.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III
KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 3

Kegiatan persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah
sistematis meliputi:

4

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah
penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran
Tanah Sistematis lengkap di Daerah.

(2) Tujuan penyeragaman pembiayaan persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah untuk percepatan
pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan
oleh kelurahan atau lembang.



Begian Kedua
Pembiayaan

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kegiatan
pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat
Pernyataan yang dibuat oleh pemohon, yang paling kurang
memuat keterangan tentang:
a. tidak adanya sengketa;
b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
c. tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki bukan

merupalan tanah aset Pemerintah, Pemerintah
Daerah danlatau l,embang; dan

d. penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan meterai
sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 3 huruf b berupa:
a. pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai

tanda batas-batas bidang tanah; dan
b. pengadaan meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai

pengesahan surat Pernyataan.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan atau
lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
meliputi:
a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
c. transportasi petugas kelurahan atau lembang.

Pasal 7

(1) Biaya persiapan pelaksanaan kegiatan pendaftaran
tanah sistematis lengkap sebagaimana dimal<sud
dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditetapkan
sebesar Rp2SO.OOO,OO (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) dibebankan kepada pemohon.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak
Penghasilan (PPh) yang nilainya sesuai dengan
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a. kegiatan penyiapan dokumen;
b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
c. kegiatan operasional petugas kelurahan atau lembang.
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ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(l) Biaya kegiatan persiapan pendaftaran tanah sistematis
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (11

dapat dianggarkan dalam Anggara-n Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);

(2) Sebelum biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam APBD, maka biaya kegiatan
persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap tetap
dibebankan kepada pemohon atau masyarakat.

(3) Penganggaran biaya kegiatan persiapan pendaftaran
tanah sistematis lenSkap dalam APBD sebageirnar-rg
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Rantepao
I Iarst 2!18o

{,:

BUPATI AUT

PAEMBONAN

*

Diundangkan di Rantepao
pada

S DAERAH
TORAJA UTARA,

BARE
\ .tA

RERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2018 NOMOR

6
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA

NOMOR l TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat Toraja

Utara nyata hidup dalam masyarakat, memiliki
adat, territorial,
budaya, kearifan lokal dan hak tradisional yang

diakui dan terus berkembang sesuai dengan

prinslp Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa masyarakat hukum adat Toraja pada

kenyataannya masih eksis dan memiliki lembaga

adat tertentu, sistem penggantian kepemimpinan,

kekayaan berupa strmber daya alam, nilai dan

norma budaya, kearifan lokal aturan hukum adat
yang tidak bertentangan dengan ketentuan

c. bahwa nilai luhur budaya kearifan lokal yang hidup
dalam masyarakat adalah kekayaan daerah dan

dan

d. bahwa aecara dalam

Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, negara mengakui

kesatuan adat dan hak
tradisionilnya yang kemudian secara yuridis dalam

ketcntuan Pasal 67 a]rat (2) Undang-Undang

nilai dan norma

bangsa yang perlu diakui,



Mengingat : 1.

2.

3.

4l Tahun 2009 tentang
pengulruhan atas keberadaan masyaral<at hukum
adat tersebut ditetapkan dengan Feraturan Daerah;

e. bahwa

dimaksud pa.da huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat

HukumAdat.

Pasal l8B ayat (2) dan ayat (q, Pasal 28I ayat (3),

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

DasarTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (I.embar

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78,
Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 2O43);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Iembaran
Negara Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang
Peraturan Femerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
IGhutanan (Iembaran Negara Republik
Tahun 2OO4 Nomor 86,

Indonesira

Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO5 tentang
Fengesahan Internasional Covenant On furcmic,
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fucia;l And Aftural R{7hfs (Kovenan Internasional
Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 118, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOS tentang
Pengesahan htema.sional @uenant On Ciuil And
Politi@l Rights (Kovenan Internasional Tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik) (I"embamn Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4558);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan lkbupa.ten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 244, Tambahan
L€mbaxan Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingfuungan Hidup
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09
Nomor 140, Tambahan kmbaran Negaxa 5059);

l0.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 7, Tambahan [embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

ll.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesira Nomor 5587)
sebagaimana telah diubatr beberapa kali teraHrir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentarrg Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. perahrran Menteri Dalar" Negeri Nomor 52

Tahun 2OO7 tentarrg Fedoman Felestarian Dan
Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial

Budaya Masyarakat;
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13. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 2O14 tentang pedoraan pengakuan

52

dan
Perlindungan Masyarakat hukum adat @eritaNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 951);

14. Peraturan Menteri Agrada Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2OlS
tentang Tata Cara penetapan Hak Komunal Atas
Tanah Maqrarakat Hukum Adat Dan Masyarakat
Yang Berada Dalam I(awasan Tertenhr (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S
Nomor742);

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri
Indonesia Nomor 1g Tahun 2O1g tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Iembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g
Nomor 569);

16. Peraturan Daerah l(abupa.ten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah
Torag'a Utara Tahun 2016 Nomor 4,

Daerah Toraja Utara
Nomor 6l).

Dengan persetujuan Bersarna
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORA.'A UTARA

BUPATI TORA"'A UTARA

PERATURAN DAERAH PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah l(abupa.ten Toraja Utaxa.
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2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan
Per,wakil,an Rakyat Daerah yang menyelengaral<an uEEIz-m

asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesira.

3. Daerah adalah sebagai unsur
Daerah ],ang mernimpin

irrirFlm yang menjadi
kerrenangan daerah otonomi.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Rakyat Daerah yang

disingkat DPRD adalah lembaga persrakian ragat Daerah
yang sebagai unaur

Daerah.

6. Masyarakat Hukum O6"1 adnlah sekelompok orang yang
secara turun temurun bermukim di wilayah geografis
tertenhr di Negara lGsatuan Republik Indonesia, karena
adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki
yang kuat dengan lahan, wil,ayah, sumberdaya alam,
pranata, pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adatnya.

7. Masyarakat Hukum Adat Toraja Utara adalsh sekelompok
orang yang secara turun temurun berrnukim di wila]rah
adat tertentu di l(abupa.ten Toraja Utara , yang memiliki
ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang
kuat dengan wilayah, tanah, sumber daya alam, pranata,
pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilafh

8. Tongkonan adalah sumber nilai, norma dan aturan hidup
dalam komunitas tertentu, yang mengahrr seluruh sendi
kehidupan anggota tongkonan, yang melipu.ti

sosial , budaya,
a1am.

keperra5raan, lingkungan dan

9. Siambe'atau hrang atau lrang disebut dengan nama lain
adalah seseorang yang berada dalam garis ketunrnan
pimpinan masyarakat hukum adat tersebut, yang dipilih
sebagai pemimpin adat dan menjadi simbol tatanan

sebagai
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pemanglil adat tertinggi masyarakat hukum adat yang

bersangkutan dan berternpat tinggal di Tongkonan.

10. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses

p€nentuan keberadaan maEraxa.l€t hukum adat yang

dilakukan sendiri oleh masryarakat hukum adat yang

bersangkutan hdasarkan sejarah dimana Prose$-proses
penentuannya dimusyawarakan melalui Kombongan

dengan ditandai oleh Basse, genG'na dan lain-lain yang

mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyaxakat

hukum adat.

ll.Verilikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil

identilikasi keberadaan masyaral<at hukum adat beserta

hak-haknya.
12. Fengukutran adalah penetapan atau pengesahan bersama

oleh Pemerintatr Daerah dan DPRD atas Leberadaan

masyarakat adat.

l3.Fargakuan hak Masyarakat Adat adalah pernyataan

tertulis atas keberadaan mas]rarakat hukum adat Toraja

Utara, beserta hak-hak yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah.
l4.Ferlindungan hak hukum adat adalah

bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

kepa.da masyarakat hukum adatdalam rangka menjamin

terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup dan tumbuh
berkembang sebagai satu komunitas masyarakat hukum
adat yang ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaannya. serta terlindungi dari tindakan
diskriminasi dan kekerasan.

l5.Pemetaan wilayah adat adalah satu pnoses

menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografr
berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suattr
wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan
praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat hukum
adat yang bersangkutan.

16.Hukum adat adalah seperangkat norrna dan aturan baik
yang tertulis rnaulrun yang tidak tertulis, yang hidup dan
berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat
hukum adat.

l7.Hutan Tongkonan yang disebut kombong adalah hutan
yang secar€. khusus dibangun, dipelihara dan dibina
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untuk memenuhi keperluan pembangunan/pemeliharaan

rumah tonglonan dan perangkatnya.

18. kmbaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh
dan berkembang bersa:naan dengan sejarah suatu
masyarakat huli.um adat untuk mengatur dan
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai
dengan hukum adat yang berlaku.

19.Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau
perceorangan berdasarkan asal usul yang melekat pa.da

masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem
sosial dan budaya mer€ka, khususnya hak-hak
pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumber daya alam
lainnya.

20.Wilayah Masyarakat hukum adat adalah sahr kesatuan
geogralis , sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu

]'ang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai
dengan attrran adat.

21.Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, norrna dan
pandangan hidup yang bersifat bljaksana, penuh kearifan,
bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu
komunitas masyarakat hukum adat dan diikuti oleh
anggota masyarakat hulnrm adat yang bersangkutan.

22.Dewan Adat Daerah adalah lembaga yang merupakan
perwakilan mas5iaral<at hukum adat di Daerah dan
btugas untuk mawakili masyarakat hukum adat daerah
dalarn berbagai forum yang lebih luas, pengarmbilan

keputusan dan men3rclesaikan sengketa antara lembaga
masyarakat hukum adat.

23.Fengadilan Adat adalah yang dibenhrk unhrk
menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat
hukum adat dan sengketa yang terjadi datam wilayah
adatnya, dengan pihak luar/pihak lain.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG UNGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat hukum adat
Toqia Utara dilaksanakan berdasarkan asas;
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

kepentingan umum;
keselarasan; dan

Pasal 3

Fengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

Toraja Utara berhrjuan untuk:
a. menjamin dan mamastikan terlaksananya penghormatan

oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum

adat dan haknya yang telah diakui dan dilindungi secara

b. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam

memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak

c. membikan kepa.stian hukum bagi hak masyarakat hukum

adat, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang

seb"gar kelompok masyaxakat sesuai dengan harkat dann

martabat kemanusiaannya serta tcrlindungi dad tindakan

d. dan

adat dalam

pemerintahan ada! penerapan nitrai, norrra dan ahrran adat

Ungkungan masyarakat hukum adat dan pembangunan;

dan

e. memberikan tanggung jawab

Pemerintah Daerah dalam pengakuan,

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat

meliputi kelembagaan masyarakat hukum adat'

pemerintahan adat, budaya dan seluruh peranglra.tnya., serta

harta milik masyaxakat hukum adat.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peratuxan Daerah ini meliputi:

a. pengaktran dan perlindungan hak masyarakat hukum adat;

b. kedudukan masyarakat hukrm adat;

c. kelembagaan masyarakat hukum adat;

d. wilayatr masyarakat hukum adat;

yang

sistem
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e. sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan;
f. hrgas dan wewenang hukum adat;
g. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
h. penanganan sengketa.

BAB III
PENGAKUAN DAN PERUNDUNGAN HAK

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Dengan Perahrran Daerah ini Femerintah Daerah memberikan
pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum
adat diDaerah.

Pasal 6

adat sebagaimana dimaksud dalnm

telahPasal 5

c.

kesatuan yang
memenuhi unsur:
a. ada wilayah hukum adat yangjelas;
b. ada kelembagaan datam perangkat penguasa adatnya;

masih dalam bentuk
(te&tgatn@nscll.rrdl;

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan
adat yang masih ditaati;

terikat dalam satu tatanan hukum adat;
memiliki asal usul leluhur secara fi.rrun

e.

f.

g. maryarakatn5ra masih mengakui dan tunduk pa.da satu
sistem nilai ideologi po[*, budaya dan

sosial yang khas; dan
h. memiliki kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

(1) Seti"f orang berkedudukan sebagai bagian masyarakat
hukum adat didasarkan pa.da:

a. ikatan keturunan (gen@lqisl;
b. ikatan wilayah (teritririal}' dan/atau
c. ikatan kehrnrnan-wilayah (gencolagis-tqitada4.
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(2) Pemerintah Daerah mengakui kedudukan
hukum adat sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) baik
secara personal nraupun komunal sebagai subjek hukum
yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Warga

Negara Indonesia lainnya.

BAB V

WII,AYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 8

(l) Di Daerah terdapa.t beberapa wilayah kelompok
masyarakat hukum adat yang .lalam perkembangan
soeial, politik, budaya ekonomi

(2) Fenetapan wilayah kelompok masyarakat hukum
aksn setelah dilakukan identifikasi dan
inventarisasi wilayah masyarakat hlrkust adat dengan
menggunakan dan berdasarkan sejarah asal-usul.

(3) Kriteria dan penetapan wilayah kelompok masyarakat
hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Perattrran Bupati.
(4) Masing-masing wilafh adat memiliki keHrususan

tersendiri dalam melakeanakan pemerintahan adat,
ritrral budaya rambu solo', mmbu tula',
dan aturan adat.

(5) Kekhususan pa.da masing-masing masyarakat hukum
adat, terletak pada nitrai, norrna dan aturan adat, seni
dan budaya, tata caxa upacara adat, pemanfaatan
sumber daya alam di wil,ayatr adat masing-masing.

(Q Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dibatasi oleh tasse' yang
keeepakatan pada batas fisik antar witayah adat.

(7) Tanda batas sebagaimana dirnnksud pa.da ayat (6) dapat
berupa sungai, puncak gunung atau tanda-tanda alam
lainnya atau tata cara dan aturan adat dalam
sehari-hari.

(E) Untuf< mencegatr sengleta batas wilayah masyamkat
Daerah wajib

memfasilitasi pemetaaan wilayah masyarakat hukum

irf.'liiia

hukum adat maka
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adat dan mengidentifikasi sumber daya alam masing-

masingwil,ayah hukum adet.

BABVI

KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Kelem@aan

Pasal 9

Kelembagaan maeyarakat hukr.rm adat terdiri dari:
a. lembaga masyarakat hukum ada!
b. kelompok masyanakat hukum adat setempat; dan
c. desran masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua

Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

(1) Iembaga masyarakat hlrkus adat sebagaimana dimekeud
4alam Pasal t hunrfa adalah lembaga adatyang ada dalam
f (satu) wiLayah adat.

(2) Irmbaga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah nasyamkat adat yang sudatr
terbenhrk berdasarkan persatuan, kegotongroyongan,
keserasian kebersamaan yang melingkupi wilayah adat
terdiri atas kelompok masyarakat hukum adat bua,,
Irarqld', penarrior\ tepo pdang atau kclompok dengan
nama lain yang melaksanakan semua uruaan adat di
wilafh adatnya.

(3) Pembentukan lembaga masyarakat hukum adat
wbagaimana dfunaksud pada ayat (2) dilaksanakan di
tongkonan tua oleh adat atau peru/akilan
kelompok masyaral<at hukum adat di masing-masing
wilayah adat dan difasilitasi oleh pemerintah Daerah.

(4) Dewan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud
dafam Pasal t huruf c adalah organisasi masyarakat
hukum adat.
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(5) Fembentukan Dewan Masyarakat Hukum Adat terdiri atas

utusan masing-masing dari wilafh kelompok rnasyaxakat

hukum adat.

(Q Fembentukan Dewan Masyarakat Hukum Adat sebagimana

dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai mekani$ne
dan difasilitasi oleh Femerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengukuhan Lcm@a Masyarakat Hukum Adat

Pasal fl

{1) Pemerintah Daerah melskukan pengukuhan lembaga
masyarakat hukum adat desa yang memenuhi krit€ria.

(2) Pemerintah Daerah melakukan dan
pemberdayaan kepa.da masyarakat hukum adat
yang telah dikukuhkan.

Bagan Keempat

Ttrgas dan F\mgsi

Pasd f2

(1) Tugas dan fungsi lembaga masyarakat hukum adat adalah
menyelenggarakan pemerintahan adat, pranata sosial,
budaya dan kesenian.

(2) Tugas dan fungsi kelompok masyarakat hukum adat
setempat adalah mengembangkan kerjasama/gotong
royong, peradilan adaq ekonomi dan pranata budaya
setempat,

(3) Trrgas dan fungsi dewan masyarakat hukum adat adalah
mewakili masyaral€t hukum adat dalam berkoordinasi dan
berkomunikasi dengan Pemerintah, pemerintah Daerah
dan lembaga lainnya terkait uru{ran masyarakat hukum
adat di Daerah.

BABVII
SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN I.AHAN

Pasal 13

(1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di
wilayah kelompok masyarakat hukum adat yang disebut
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tanah
kesejahteraan bersama.

(2) Tongkonan F{a

secara bersama untuh

pada ayat (1)

sumber nilai, norma dan kearifan lokal
komunitas adat tertenhr, yang berhak mengahrr harta milik
tongkonan, yang terdLi dari rumah adat dan peranglatnya,
pekuburan, rante, sawah, lahan kering, kombong dan
sumber daya lainnya dalam satu kesatuan dan yang secara
keselunrhan menrpakan kekayaan budaya masyarakat
hukum adat.

Pasal 14

(1) Penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di
wilayah kelompok masyaralat hulrum adat dapat berupa

pribadi atau milik bersama yang
penggarapannya diatur berdasarkan hukum adat masing-
masing masyarakat hukum adat.

(2) Lahan mi[k bsama adat
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) meliputi:
a. rumah tonglonan dan perangl<atnya;

b. hutan tongkonan/kombong dan hutan (pangalaJ;

c. tanah kering
d. tanah basah/sawah; dan
e. tanah pekuburan.

(3) I^ahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

lahan pemukiman, pekarangan, kebun dan sawah.

Pasal 15

(1) Hutan tongkonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14
ayat (2) huruf b merupakan lahan milik bensama pemilik
tongkonan yang tidak boleh diubah status penguasaannya
dan pemanfaaannya.

(2) Hutan terdiri dad bamfu tallang sebagai
tanaman utama, bambt bub, befrxrg, uru, nato,
banga, fu@tgit " aren dan berbagai tanaman buah-buahan
dan obat-obatan.

(3) Hutan tongkonan mencakup seluruh sumber daya alam
yang ada di datamnya seperti tumbuhan, satwa, mata air,
dan sumber daya alam lainnya.
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BABVIU
TUGAS DAN WEIVENANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 16

T\rgas dan wexrenang masyaxakat hukum adat adalah:

menjaga dan melestarikan nilai, norma dana.

aturan adat sebagai

masyarakat hukum adat;

b. mengembangkan kesenian, standarisasi busana adat, ritual
adat dan kearifan lokal
adat; dan

c. menjaga sumhr daya alam adat agar tetap berfirngsi
unhrk kesejahteraan sehrruh masyarakat hukum adat.

BAB D(

HAK MASYARAI(AT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak atas Tanah Dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

(l) Masyarakat hukum adat berhak atas tanah, hutan dan
sumbr daya alam yang ada di wilayah adatnya , atau yang
dikelola secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui
mekanisme Srang lain,

(2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun
terkandung dalam tanah.

(3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk

dan

tatanan

,

mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun
dan/atau cara yang lain.

Pasal 18

(1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal koleliCif dan/atau
bersifat
berlaku

(2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapa.t
dipindahtangankan kepada pihak lain.

penorangan sesuai dengan hukum adat yang
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(3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya
dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaiatan dan
proses yang ditentukan hukum adat.

(a) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan
tanah perseorangan di dalqm wilayah adat oleh pihak lain
hanya dapat r{ilnktrkan melalui mekanisme pengambilan

kepuhrsan bersama berdasarkan hukum adat.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang hak atas tanah diatur

melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak atas Fembangunan

Pasal 19

(f) Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan
mengembangkan sendiri pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan dan budayanya di wilayah adatnya.

(2) Jika Femerintah dan/atau Femerintah Daerah atau pihak
lain diluar akan atau
merencanaLan pelaksanaan satu program pembangunan di
wilayah adat masyarakat hukum adat, maka terlebih
dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada

hukum adat.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisikan

segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program
serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.

(4) Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat hukum
adat bersanglnrtan berhak untuk menolak, menerima atau
mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Bagian Ketiga
Hak Atas Spiritualitas Dan Kebudayaan

Pasat 20

(1) Maryarakat hukum adat berhak
kearifan budaya

upacara ritual yang
leluhur
diwarisi

dan

dan

dari

(2) Masyaraf<at hukum adat berhak untuk mengembangkan
budaya, seni, tradisi, adat istiadat yang meliputi hak
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unhrk mempertahankan , melindungi dan mengembangkan

wujud kebudayaan dimasa lalu untuk masa kini dan masa
yang akan datang.

(3) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengendalikan,
melindungi, mengembangkan dan menga.ptikasikan

pengetahuan dan kearifan tradisional dan kekayaan
intelekhralnya.

Bagian lGempat
Hak atas Linglnrngan Hidup

Pasal 21

(1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup
yang sehat.

(2) Dalam rangka pemenuhan hak atas hidup yang
sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) masyarakat
hukum adat berhak untuk mendapa.tkan pendidikan
lingkungan hidup, akses atas inforsrasi dan partisipasi
yang luas daLam pengelolaan dan perlindungan tinglrungan
hidup.

Pasal 22

(1) Masyarakat hukum adat berhak atas pemulihan dan
perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami
kerusakan di wilayah adatnya.

(2) Pemufihan Unglrungan hidup yang rusak di wilayatr adat
dilakukan dengan memperhatikan kegiatan pemulihan
Iingkungan yang diajukan oteh masyaral<at hukum adat
yang terkena dampak termasuk didalamnya
mempertimbanglan tatacara pemulihan lingkungan hidup
berdasarkan kearifan lokatnya.

Bagian Kelima
Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

Pasal 23

(1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengums diri
sendiri secara swadaya melalui kelembagaan adat yang
sudah ada secara turun temurun dan lernbaga baru yang
disepakati pembentukannya secara bersama unttrk
menangani urusan internal/lokal didalpm masyarakat
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hukLlm adat dan urusan eksternd yang berhubungan
dengan keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya.

(2) Hak untuh mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) merupakan hak yang melekat pada lernbaga

hukum adat sebagai

hak-hak bawaan mereka.

(3) Dalam rangl<a menjalankan hak untuk mengurus diri
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat

adat berhak dari
Pemerintah Daerah, baik dukungan pendanaan maupun
dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Keenam

Hak untuk Menjafankan Hukum dan Feradilan Adat

Pasal 24

(1) Masyarakat hukum adat berhak untuk
hukum adatnya.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam
wilayah adat, baik yang dilakukan oleh anggota masyaralcat
hukum adat t€rkait maupun oleh orang yang bukan
anggota masyaxakat hukum adat setempag diselesaikan
melalui sistem peradilan adat.

BABX
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERIMAH DAERAH

Bagian Kesatu

Ttrgas

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertugas untuk:
a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan

hukum adat secara dengan
mempertimbangkan kearifan lokal;

b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan
masyarakat hukum adat dalem rangka menjaga pelestarian
keuhrhan adat istiadat, tradisi, wila]rah masyarakat hukum
adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

c. melakukan sosialisasi dan informasi program pernbangunan
kepada rnasyarakat hukum ada! dan

d. melakukan pem kepada masyarakat hukum adat.
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Bagian Kedua

Pasal 26

Pemerintah Daerah berwewenang unhrk:
a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap

kebudayaan/seni budaya masyaral<at hukum adat;
b. menetapkan kebiiakan dukungan sarana dan prasarana

yang diperlukan masyaxakat hukum adat;
c. menetapkan kebiiakan sosialisasi dan inforsrasi program

kepada masyarakat hukum adat; dan
d. melakukan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan

kepada mas]rarakat hukum adat, dan memastikan bahqra
perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh
dan jaminan delem melavron segala bentuk pelanggaran dan

Pasal 27

(1) Dalam haf sengketa berkaitan dengan
pelangraran hak masyarakat hukum adat yang diakui
dalam dan melalui Daerah ini
Daerah dengan Dewan Adat Daerah
membentuk tim penanganan eengketa yang bersifat adhoc.

(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l), adalah
sengketa antara masyaxakat hukum adat dengan pihak
luar/pihak lain.

(3) Ttm penanganan sengketa Fri dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

x

Angota Tim Fenanganan sengketa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (l) tediri dari unsur:
a. Pemerintah Daerah;

b. DPRD;

dewan adat Daerah;
masyarakat hukum adat terkait;

lernbaga keagamaan; dan
pihak ke tiga yang terlibat sengketa.

c.

d.

e.

f.

c.

yang

tu



BAB )fiI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(U Dalam me4ialankan Peratrrran Daerah ini, hak pihak ke 3
(tiga) yang diatmi Negara di atas wilayah masyarakat

hulrum adat, tetap diakui keberadaannya sesuai dengan
ketenhran perahrran pemndang-undangan.

(2) Status kawasan hutan yang berubatr menjadi hutan yang

bembah menjadi hutan adat agar diakomodir detam
perubahan Rencana Tata Rr:ang trrilayatr (RTRW)

I(abupaten.

BAB XIII
KETENTTJAIV PENUTUP

Ferahrran Daeratr

diundangkan.

Pasal 3O

ini mulai berlalm pada tanggal

Agar setiap orang mengetatruimn5ra, memerintahkan
pengundangan perahrran daerah ini dengan penenrpatannya

dalan lembaran Daeratr Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantcpao
pada tangal 28 Maret 2019

TORA,.IA IJTARA,

PAEMBONAN

Dilrndanglan d,i Rantepao,
28 Maret 2019

I.TTARA,

LbUEARAI{ DAERAI{ IABUPATEN TORA*IA I.ITARA TAHUN 2AIg NOMOR 1
NORBG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA, PROVINSI
SUI,AWESI SEI,ATAN NOMOR B.HK.HAM.O 1.023. 19
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ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.'A UTARA

NOMOR l TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKI,'AN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat hukum adat adalah kelompok maqrarakat yang
hidup bendasadran asal-usul leluhur srecara turun temurun di $ilayah
adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekaSraan alam,

sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga
adat yang mengelola lreberlangsungan kehidupan masyarakatnya.

adat di
Toraja Utara realitas sosiologis dan

antropologisyang tidak terbantahkan. Di lGbupaten Toraja Utara,
kelompok masyarakat hukum adat ini dapat dilihat

entitas " Lili'na' Wilayatr adat sebagai satu kesatuan geografis dan
sosial yang merupakan atau persekutuan wilayah
dengan nama Fenanian, IGropi', Bua', I(ampung atau nama lain.
Setiap wilayah Penanian, IG.nopi', Bua,, I(ampung atau nama Lain
merupakan dari beberapa. wilayah Tondok , saroan atau
nama lain yang menrpakan kesatuan wilayah terkecil dalam wilayah
adat dan Jrang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh

hukum adat sebagai penyangga kehidupan mereka 5rang
diwadsi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kescpakatan derrgan
masyarakat huhrm adat lainnya.

Keberadaan masfrakat hukum adat di l(abupa.ten Toraja Utara
yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain
merupakan sumber dari kekayaan brrdaya Indoncsia, yaitrr paduan
dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai
modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala
bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di Torqia Utara,
kearifan lokal dalarn pe.ngelolaan tanah da$ sufirber daya alam, dan

yang berkembang disadad ataupun tidak telah
sumbangan yang cukup beear pada perkembangan

sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Bahkan para perrdiri negara bangsa lndoneeia telatr menyadari

realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa
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Indonesia.Atas dasar itulah mer'',eka menrmuskan bahwa negara

danIndonesia terdiri dari
Volleqenenschappen di dalam Ut D 1945 (sebelum amandemen).

I€ngkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap

kekhasan yang ada pada masyarakat hukum adat, maka negara

Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua,

pengabaian terhadap eksistensi masyaxal(ar adat tersebut akan
berimplikasi pada keeaSalan cita-cita membangun satu bangsa

Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut
di atas, di mana masyaral<at hukum adat diletakkan sebagai

kelompok masyarakat yang menjadi pondasi dari pembangunan

ternyata tidak berjafan mulus.Sejarah pembangunan bangpa ternyata

tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat

hukum adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah

menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya mesyaxakat hukum

adat. Hal furi disebabkan karena tanah, wilayatr adat dan sumber daya

alam tidaf( bgi berada dalam kontrol masyarakat hukum adat yang

bersangkutan, tetapi berada pa.da kekuasaan yang pa.da prakteknya

lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada

sektor swasta yang bermodal besar. Puhrhan peraturan perundang-

undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di

wila].ah adat yang banyat< diantaranya tidak saja berbuah pa.da

tetapi jqa pada kekerasan dan

pelanggaran hak asasi manrrsia masyarakat hukum adat. Kekuasaan

modal yang mencengleram pemerintahan negara mulai dari pusat

sampai tingliat kabupaten terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), termasuk di I(abupaten Toraja Utara

Dalam banyak kastts, sqiumtah wilayah adat telah dihr\iuk
sebagai kawasan hutan negara (Hutan Lindung, Produksui dan

terbatas). Masyarakat hukum adat di l(abupa.ten Toraja

Utara yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding

sebagai krininal dan didakrva di Penpdilan Negpri di mana sebagian

besar putusannlra tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat

hukum adat di Toraja Utara sebagai pencari keadilan. Dengan alasan

penegakan hukum, apaxat kepolisian dalam banfk kasus langsung

membava masyarakat hukun adat yang maeuk ke kavraean trutan

untuk mengambil kayu ke prroses peradilan. Sementara di Fengadilan,

hukum adat, terutama dengan

masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam

sangat jarang dipe*imbanglran dalam putuean hakim.
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Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika
mas,rarakat hukum adat di l(abupaten Toraja Utara juga tidak dapa.t

berbuat banfk dalam rangla meningkatkan kesejahteraan mer€ka.
Padahaf dabm berbagai peraturan perundang-undangan nasional,
hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui, bahkan pada
tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego

sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ciri khas dari
rnanatiemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenya.taan itu.l"ga
terjadi di lkbupa.ten Toraja Utara.Hal ini menyebabkan tidak adanya
sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga
hak-hak masyara-kat hukum adat ddqm berbasai perahrran
perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan.

Dengan begitu banyaknya haf<-hak masyarakathukum adat
yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturarr perundang-
undangan 5rang ada, maka Feraturan Daerah ini tidak dimaksudkan
untuk membuat sernacam 'hak baru'. Feraturan Daerah ini lebih
ditujufean unttrk "menyatakan dan memperjeLas" hak-hak
masyaral<at hukum adat yang sudah ada dalam berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di
tingkat Kabupa.ten Torqja Utara. Adapun beberapa. "hak baru"
terdapat dalam Peraturan Daeratr ini tidak rrirnaksudkan unluk
menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak maErarakat hukum
adat maupun hak negara 5rang sudah ada dalam berbagai peraturan
perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk
menespon konteks lokal lhtnrpe.tcrr Toraja Utara scrta mengantisipa.si
perkembangan di masa depan, dan juga unhrk menterjemahkan
prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnl'a dirujuk dalam
berbagai peratuxan perundang-undangan.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal f

Angka I
Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angt<a 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.
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Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud "masyarakat adaf adalah masyarakat
hukum adat di Daerah adalah kelompok-kelompok
masyaralatyang terwakili dalam masyarakat hukum adat
di wilayah administratif Daerah.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud "identifikasi masyarakaf adalatr Dalam
proses identilikasi, masyarakat hukum adat memerlukan
dukungan/pengakuan dari komunitas yang berbatasan
langsung. Dukungan dari masyarakat adat lain ini
diperlukan untuk memperkuat pengakuan sosial atas
keberadaan satu komunitas masyarakat adat yang sedang
melakukan identifikasi diri melalui kesepakatan-
kesepakatan dalam kombongan dengan ditandai oleh
Basse dan gente' nayang mengacu pa.da unsur-unsur
keberadaan masyarakat adat.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angt<a 13

Yang dimaksud dengan "pernyataan tertulis" adalah
pernyataan yang mcngaLui keberadaan satu kelompok
masyaralrat adat beserta hak-haknya dalam dokumen
terhrlis, diantaranya peraturan perundang-undangan
maupun hasil-hasil penelitian. Sementara pemyataan
tidak terhrlis adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh
pejabat-pejabat publik mengenai keberadaan sahr
kelompok masyarakat hukum adat beserta hak-haknya,
diantaranya pernyataan yang disampaikan dalam pidato
reemi maupun pernyataan yang disampa.ikan dalam
pidato resmi maupun pemyataan yang disampaikan
dalarn wawancara oleh medira massa.

Angka 14

Cukup jelas.
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Pasal 2

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Yang dimaksud "lembaga adaf adalah lembaga adat
ditin$katan masyarakat hukum adat itu sendiri. Lembaga

adat ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pengurusan diri di tingkatan masyarakat hukum adat
merupakan lembaga yang menyatu dengan masyarakat
hukum adat itu (hak asal-usul). Dengan demikian,
lemb"ge adat pada mas]rarakat adat bukanlah lembogrr-
lembaga bentukan yang tidak memiliki kesatuan konsep
hak (hak asal-usul) dengan masyarakat adat sebagai
pemanglu (subjek hak) hak asal-usul tersebut.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Ardka22
Culmp jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah bahwa
setiap angota masJia-rakat hukum adat didorong untuk
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan perlindungan dan pengBlolaan 1ingt<ungan
hidup, baik secara langsung rnaupun tidak langsung.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
setiap materi muata$ dalam dalam perahrran Daerah ini
harus mencerminkan keadilan secara proporstional bagi
setiap warga negara tanpa. terkecuali.
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Hurufc
Yang dimaksud dengan "asas adalah asas

yang membuka diri terhadap masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak

tentang penyelenggaraan Negara dengan

atas hak asasitetap
pribadi, golongan dan rahasia negara.

Hurufd
Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa
setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam
memperjuangkan haknya tanpa melihat porsi subjeknya.

Hurufe
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan rrmum' adalah
asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk
melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan

Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa
setiqp materi muatan dalam Peraturan Daerah ini harus
mencerminkan kesimbangan, keserasian dan keselarasan
antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan
bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasl7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 1O

Cukup jelas.

Pasal ll
Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasd

L2

Cukup jelas.

13

Cukup jelas.

t4
Cukup jelas.

15

Cukup jelas.

16

Cukup jelas.

L7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fanah, witayah dan sumber daya
alam yang ada di wilayah adatnya" adalah tanah ,

wilayah dan sumber daya alam yang tidak saja ada di
dalam dan permukaan tanah yang merupakan kekayaan
yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah,
wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh
dengan cara yang lain seperti hibah, juerl-beti dan
transaksi dalam bentuk yang lain yang tidak
bertentangan dengan hukum adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Hak masryarakat adat atas tatrah,
wilayah dan sumber daya alam" adalah hak yang telah
diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang ada. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang
Kehutanan dalam Pasal 1 angka 6 misalnya mcngakaui
hak masyaralat adat atas kawasan hutan, Bahkan ada
sernacam kewajiban bagi negara untuk memperhatikan
hak hukum adat atas hutan dalam
melaksanakan penguasaan kawasan hutan oleh negara.
Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2OO7 tentang Fengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-
Pulau Kecil. Dalam Pasal 17 ayat (2) misatrya disebutkan
bahwa

satnya

pemberian HP-3 harus memperhatikan ealah
kepentingan hukum adat.

Bahkan dqte'n Pasal f8 huraf c disebutkan bahwa Hp-3
dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat atas
tanah darr sumber daya alam termasuk hutan dan Laut
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Pasal 18

Ayat (t)

wilayah
bersifat

temurun dan
Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (41

Yang dimaksud

adat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

CukuPjelas.

sudah diakui dalm berbagai peraturan
undangan yang ada.

Yang dimakud "Selain hak yang sifatnya komunal, tanah-
tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di

komunal" adalah jika ada tanah komunal/
akan dimanfaatkan oleh pihak tain diluar
hukum adat, maka hukum adat yang
melakukan
mengambil

musyawarah terlebih dahulu

I(abupaten Tora.ia Utara juga
HaI ini dapat dibuktikan dari

tanah yang bersifat
kolektif yang

masyarakat
harus
untuk

adanya tanah sudah dikelola menjadi kebun secaxa turun

Yang dimaksud "Tanah yang dimiliki secara
komunal/kolektif hanya dapat beralih ke pihak lain"
adalah jika terlebih dahulu ada kesepakatan bersama
masyarakat hukum adat bersangkutan yang diambil
dalam kombongan musyawarah adat.

tersebut dapa.t dimanfaatkn oleh pihak lain di luar
masyarakat hukum adat atau tidak.
Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah

anggota masyarakat hukum adat akan
oleh pihak lain diluar mas5rarakat hukum

adat, HaI ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut
dimiliki secara perseorangan tetapi control atas peralihan
dan perubahan status hak atas tanah pers€orangan
anggota masyarakat adat tetap berada pada musyawarah

keputusan apakah tanah komunal/kolektif
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Informasi" adalah penjelasan
yang antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa
pihak pengembang pmgram, siapa yang
bertanggungiawab dalam program tersebut, apa tujuan
dari program pembangunan yang direncanakan, serta
semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi

dampakyang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program
pembangunan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2O

Ayat (1)

Cukupjelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tradisi dan adat istiadaf
diantaranya situ-situs arkeologi, sejarah, artefak dan
upacara-upacara adat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan uan tradisional dan
teknologi, budidaya,kelrayaan intelektual'

benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional,
pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 2l
Ayat (1)

Cukup jeLas.

Ayat {2)

Yang dimaksud dengan "partisipa.si yang luas dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup" adalah
adanya kesempatan bagi masyarakat adat untuk terlibat
aktif mulai dari proses

maupun terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi.
Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud .Hak atas
kewenangan lemboga adat yang menjalankan fungsi

di masyarakat hukum adat
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I

baik yang bersifat asal-usul yaitu lembaga adat yang telah
dikenal dari leluhur mereka maupun lernbaga adat yang

belakangan dibentuk dalam rangka adaptasi terhadap
kehidupan yang semakain berubah. Yang paling penting
adalah bahwa lembaga adat yang

fungsi pengurusan/pengaturan itu
merupakan kewenangan untuk melaksanakan hak asal-
usul pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasl27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud "prhak ke 3 (ketiga)" adalah hak orang
pribadi dan hak perusahaan serta izin yang telah ada
sampai habis masa

Ayat (21

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
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